BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah,
perlu disusun dokumen perencanaan yang dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemangku Kepentingan
dalam pembangunan daerah Tahun 2015 - 2019;

. bahwa substansi RPJMD mencakup Strategi Pembangunan

Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah yang disusun secara sinergis
dengan RPJM Provinsi serta RPJM Nasional dan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka dipandang perlu
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor S5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan = Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010;
Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun
2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan  Pemerintahan  Pilihan  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009
Nomor 02);



Menetapkan :

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lumajang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 -2019.

Pasal 1

Dengan  Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 - 2019.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 merupakan, pedoman,
arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Lumajang yang disampaikan melalui Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lumajang dari Tahun
2015 sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, disusun dengan
sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN.

BAB 1I :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH.

BAB V :  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.



BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN.
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS.
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN.
Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 April 2014

BUPATI LUMAJANG
ttd

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M. Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550425 198411 1 001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019

I. UMUM.
A. Dasar Pemikiran.

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan
secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial
maupun ekonomi berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan yang
dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang
menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur,
sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan
ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan
kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu
perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan
lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana
Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang
wajib disusun oleh Kepala Daerah Kabupaten, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1)
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun, yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil
Bupati terpilih periode 2015-2019 dengan memperhatikan Sumber Daya
Alam dan potensi Kabupaten Lumajang.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan
dengan melibatkan masyarakat.



C. Prinsip-prinsip

Prinsip RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;

b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah;

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

D. Pendekatan.

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 menggunakan

pendekatan:

a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan
(stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku
kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi
dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa
memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau
kesepakatan pada semua tahapan;

c. politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat
kampanye disusun ke dalam RPJMD;

d. bottom up - top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang
dilaksakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan
Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian
sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah.

E. Tahapan.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
terdiri dari:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan;
c. pelaksanaan Musrenbang RPJM;
d. perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur ;
e. penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur.

F. Muatan.

Muatan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 terdiri dari:
Gambaran umum kondisi Daerah;

Gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan;
Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Daerah;
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Strategi dan Arah Kebijakan;

Kebijakan umum dan program pembangunan;

Indikasi rencana program prioritas;

Penetapan indikator kinerja Daerah;

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

FER O Q0 T



II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
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